GUBERNUR BALI
INSTRUKSI GUBERNUR BALI
NOMOR 8324 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER

Menimbang

Mengingat

DI DESA/KELURAHAN DAN DESA ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

. bahwa membangun budaya hidup bersih dan sehat

dengan mengelola sampah berbasis sumber dapat
meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta kesucian
dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, sesuai
dengan upaya mewujudkan Visi Pembangunan Daerah
“Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan
Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;

. bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Gubernur

Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah
Berbasis Sumber, mewajibkan semua pihak bertanggung
jawab untuk mengembangkan budaya hidup bersih
dengan mengelola sampah berbasis sumber;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Instruksi
Gubernur tentang Pelaksanaan Pengelolaan Sampah
Berbasis Sumber di Desa/Kelurahan dan Desa Adat;

. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia
Nomor 1649);



. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang

Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia  Nomor 5059) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5384);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Replublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);



Kepada

Untuk

KESATU

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010

tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);

. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1035);

10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi
Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Bali Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Bali Nomor 1);

11.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019

tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi
Bali Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Bali Nomor 4);

12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang

Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai (Berita
Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 97);

13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (Berita Daerah
Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 50);

MENGINSTRUKSIKAN:

1. Bupati/Walikota se-Bali.
2. Bandesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali.

Melaksanakan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di
Desa, Kelurahan, dan Desa Adat masing-masing dengan
berpedoman pada Keputusan Gubernur Bali Nomor
381/03-P/HK/2021 tentang Pedoman Pengelolaan
Sampah Berbasis Sumber di Desa/Kelurahan dan Desa
Adat.



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Membangun dan mendorong sinergi Desa/Kelurahan dan
Desa Adat dengan budaya gotong royong dalam mengelola
sampah berbasis sumber untuk mewujudkan Alam Bali
beserta isinya yang bersih, hijau, indah, dan sehat.

Mensosialisasikan dan  memfasilitasi pelaksanaan
Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, dan Keputusan
Gubernur Bali Nomor 381/03-P/HK/2021 tentang
Pedoman Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di
Desa/Kelurahan dan Desa Adat.

Mensosialisasikan sebagaimana dimaksud dalam diktum
Ketiga berkaitan juga dengan sumber dana lainnya yang
sah untuk mendukung optimalisasi Pengelolaan Sampah
Berbasis Sumber di Desa/Kelurahan dan Desa Adat.

Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam diktum
Ketiga, dapat memberikan dukungan, berupa:
1. Sarana Prasarana;

2.Lahan milik Pemerintah Kabupaten/Kota; dan

3.Biaya operasional.

yang dilaksanakan sesuai ketentuan = Peraturan
Perundang-undangan.

Instruksi ini harus dilaksanakan dengan disiplin dan
penuh tanggung jawab, sebagai pelaksanaan Visi
Pembangunan Daerah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”
melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju
Bali Era Baru.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Bali, Rabu (Buda Umanis, Julungwangji),

31 Maret 2021
GUBERNUR, BALI,
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WAYAN KOSTER




